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 ABSTRAK 
Pekerjaan buruh tani merupakan pekerjaan hampir setiap warga di Desa 
Sioharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, meskipun pekerjaan buruh tani 
tidak sebagai pekerjaan utama. Praktiknya buruh tani di Desa Sidoharjo 
Kecamatan Way panji Lampung Selatan. Awalnya buruh tani dipekerjakan atas 
pemilik tanah yang mempekerjakan untuk buruh tani diladangnya. Tetapi pemilik 
tanah pada saat mempekerjakan buruh tani tidak ada kesepakatan atau 
pemberitahuan dari awal upah yang harus ia terima setelah menyelesaikan 
pekerjaanya sebagai buruh tani pada orang yang telah mempekerjakannya. 
Berbeda halnya dengan buruh tani borongan (panen padi) yang sudah jelas 
keetentuan dan adanya kesepakatan upah yang diberikan buruh tani borongan 
yang berdasarkan luas tanah dan hari kerja.Sistem upah mengupah yang ada di 
desa Sidoharjo merupakan sistem upah mengupah yang sudah lama terjadi dan 
menjadi kebiasaan. Masalah yang sering timbul pada upah mengupah ini ialah 
pada saat upah diberikan pihak buruh terkadang merasa kurang puas. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pembayaran 
upah-mengupah tanpa akad diawal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
masalah upah-mengupah buruh tani tanpa akad diawal pada desa tersebut. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan upah-mengupah  buruh tani dan 
mengkaji pandangan hukum Islam terhadap masalah upah-mengupah buruh tani 
tanpa akad di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.     
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field risearch), yang bersifat 
deskriptif. Studi pada buruh tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji 
Lampung Selatan. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan 
sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara. Menggunakan metode kualitatif. 
Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif dengan 
menggunakan metode dengan cara berfikir deduktif.                                                                                                                                        
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam 
prakteknya nominal upah belum jelas dan untuk pemberian upah sesuai dengan 
keinginan si pemberi jasa. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak 
diperbolehkan, sebab dalam praktek upah-mengupah yang ada di Desa Sidoharjo 
Kecamatan Way Panji Lampung Selatan tidak sesuai dengan hadis dan tidak 
memenuhi syarat Ijarah yaitu harus menyebutkan jumlah upah yang diberikan. 
  
   
   
   
 MOTTO 
 
 ٍدْيِعَس ِبَِا ْنَعَو ُلا ْد ُوْنَع للها َىِضَر ٍِّىرا ََّنال َمَّلَسَو ِوْيَلَع للها ىَّلَص َّبَِّن :َلَاق  
 َتْسا ِنَم ْأ  َوَر( َُوت َرُْجا َُول ِّمَّسُيْل َفًارْ يِجَا َرَجا ُه  َقاَّزَّرلا ُدْبَع)
1  
 
Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, 
‘’Barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah 
upahnya.’’ (H.R. Abdurazzaq). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                                                             
1
 Ibnu Hajar Alasqolani, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, (Jakarta:  Darun Nasyir Al-
Misyriyyah, t,th), h.189. 
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 BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A.  Penegasan Judul 
 Sebelum menjelaskan secara rinci untuk lebih memahami maksud dari 
judul skripsi, maka akan dibahas pengertian beberapa kata dalam judul yang 
dianggap penting dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun 
judul skipsi ini yaitu ‘’Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh 
Tani Tanpa Akad diawal’’ (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way 
Panji Lampung Selatan). Beberapa istilah judul yang memerlukan penjelasan 
adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan  
       Istilah tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2
 
2. Hukum Islam 
       Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui 
dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
3
 
3. Upah Mengupah  
       Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 
dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
4
 
 
                                                             
2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 
(Jakarta:Balai Pustaka,1991), h.1060. 
3
 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Cetakan Kesatu, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 
1997), h. 5. 
3Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,  2005), h. 115. 
 
 4. Buruh Tani 
       Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari buruh tani ialah, 
buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang 
lain.
5
 
5. Akad  
       Menurut Kompilasi Hukum Syariah, yang dimaksud dengan akad 
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 
untuk melakukan dan/atau tidak melakukan hukum tertentu.
6
 
Berdasarkan uraian diatas, maka masksud dari judul skripsi ini adalah 
mengkaji tentang upah mengupah tanpa akad di awal yang terjadi di Desa 
Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan ditinjau dari sudut 
pandang hukum Islam. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Banyaknya persaingan dalam mencari pekerjaan,  sehingga dalam dunia 
pekerjaan yang biasaya memiliki kesepakatan antara pekerja dan pemberi 
jasa, dan terdapat kesepakatan nominal upah dan kesepakatan kerja. 
Praktek upah-mengupah yang terjadi di desa Sidoharjo tidak seperti 
demikian, jadi praktek upah-mengupah haruslah sesuai dengan syariat 
Islam dan tertera dalam dalil-dalilnya. Karena dalam hukum Islam 
menganjurkan adanya kesepakatan di awal akad. Berbeda halnya pada 
                                                             
5
Departemen pendidikan dan kebudayan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), h. 214  
6
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama 
Mandiri, 2012), h. 72. 
 praktek upah-mengupah yang terjadi di desa Sidoharjo Kecamatan Way 
Panji Lampung Selatan, yang dimana tanpa adanya kesepakatan di awal 
akad.   
2. Alasan Subjektif 
a. Pembahasan ini sangat berkaitan dengan permasalahan khususnya 
dibidang Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung terhadap Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah 
Mengupah Tanpa Akad di Awal. 
b. Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang mebahas, 
berdasarkan data dari jurusan, sehingga dapat memungkinkan penulis 
untuk mengangkat permasalahan ini sebagai judul. 
C. Latar Belakang Masalah 
Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk 
mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat 
alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian 
banyak termasuk dalam perbuatan muamlah adalah sistem kerjasama 
pengupahan.
7
  
Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara 
manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut 
sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain menyediakan pekerjaaan atau 
lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan 
produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan upah dari majikan 
atau penyedia pekerjaan. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut 
                                                             
7
 Mardani, Op.Cit., h. 2. 
 dengan ijarah al-A’mal, yaitu sewa menyewa jasa manusia.8Yang dalam 
keterangan Al-Qur’an surat Az- Zukhruf: 
                       
                               
        )  فرخزلا:٤٥: ٣٤ ( 
Artinya: Apa mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah 
yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan kami telah meninggalkan sebagian yang lain beberapa derajat, 
agar sebagian mereka dapan memanfaatkan sebagian yang lain. 
Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan. (Q. S. Az- Zukhruf: 32).
9
 
Ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, 
apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan 
manusia. Allah telah membagi-bagi sarana pengidupan manusia dalam 
kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan 
Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, 
kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat 
saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu 
masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur  
kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan 
walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat 
meraih kebahagian duniawi dan ukhrawi.
10
 
                                                             
8
 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,  (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215. 
9
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 
491. 
10
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 
12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561. 
 Merujuk pada ayat diatas, dianjurkan kepada kita saling tolong 
menolong dalam hal kebaikan seperti halnya memberi pekerjaan kepada 
orang lain.  
Mengenai upah yang tertuang dalam Al-Qura’an:  
                       
      ) نارمع لآ:٧٥ : ٣( 
Artinya: ‘’... dan adapun orang yang beriman dan melakukankebajikan, 
maka Dia akan memberikan pahalakepada mereka dengan 
sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim...’’(Q.S. Al-
Imran: 57 )
11
 
Upah haruslah dibayarkan sebagaimana  tertuang jelas dalam surat 
Ali- ‘Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai 
dan diberi upah. Apabila tidak memenuhi upah bagi para pekerja ialah 
suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT. 
Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian 
status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam melacak dan 
mengidentifikasikannya dalam nash (Alquran dan sunah), jika ditemukan 
hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut jika 
tidak maka diidentifikasikan apakah ada ditemukan konsensus ulama 
tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka 
digunakan qiyas, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang 
sejenis. Jika qiyas juga tidak mampu menyelesaikan maslah maka 
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 diterapkan metode istihsan. Akhirnya, jika istihsan tidak bisa 
menyelesaikan maka digunakan maslahah mursalah.
12
 
Berkaitan dengan hal ini di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji 
lampung Selatan yang merupakan desa mayoritas masyarakatanya 
berprofesi sebagai petani, buruh tani,  dan kuli pabrik jagung atau padi. 
Masyarakat desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan 
bekerja sebagai buruh tani diantaranya, buruh tani tersebut ialah buruh tani 
tanam padi atau jagung maupun buruh tani buruh tani panen cabai. 
walaupun dalam mempekerjakan buruh pemilik dalam pengupahan tidak 
ada transparansi kepada buruh tani tersebut, sehingga buruh tani menerima 
pekerjaan itu dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari. 
Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Desa Sidoharjo 
Kecamatan Way Panji Lampung Selatan adalah pembayaran upah yang 
diberikan kepada pekerja tanpa sepengetahuan pekerja, sehingga tidak 
adanya transparansi antara pekerja dengan pemberi upah. Sistem 
pembayaran upah dilakukan setelah selesai bekerja. Sistem seperti ini 
sudah menjadi kebiasan bagi para buruh tani di Desa Sidoharjo Kecamatan 
Way Panji Lampung Selatan. Menjadi sebuah kebiasaan yang dapat 
menimbulkan tidak kerelaan atau ikhlas pada buruh, karena upah yang 
diberikan terkadang tidak sesuai dan akan menimbulkan kerugian antara 
pihak buruh dan pemberi kerja atau pemilik lahan. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat kesenjangan 
data teori dan praktek upah mengupah. Oleh sebab itu dilakukan penelitian 
lebih lanjut berkenaan dengan ‘’TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TENTANG UPAH MENGUPAH BURUH TANI TANPA AKAD DI 
AWAL’’. 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah buruh tani tanpa akad 
di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan ? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang upah mengupah buruh 
tani tanpa akad di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji 
Lampung Selatan ? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. TujuanPenelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah 
di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang 
upah mengupah di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji 
Lampung Selatan. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Secara teoritis, penelitin ini diharapkan dapat memberikan 
penegetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman 
bagi masyarakat mengenai sistem upah mengupah yang baik dan 
benar yang sesuai dengan syariat Islam. 
 b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk syarat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari’ah 
UIN Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
Agar mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, maka 
dalam penelitian ini menggunakan metode: 
1. Jenis penelitian dan sifat penelitian 
a. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian ini adalah  penelitian field research (penelitian 
lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah 
kehidupan yang sebenarnya.
13
Dalam hal ini penulis meneliti skripsi 
ini dengan terjun langsung kelapangan penelitian yaitu di Desa 
Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 
b. Sifat Penelitian 
       Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif yakni menggambarkan 
secara tepat dari sifat-sifat individu, gejala, sifat-sifat, keadaan dan 
situasi kelompok untuk menepatkan frekuensi adanya  hubungan 
tertentu suatu gejala dalam masyarakat.
14
 
Dalam skripsi ini penulis akan menggambarkan dengan jelas tentang 
upah mengupah yang dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way 
Panji Lampung Selatan. 
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 2. Sumber Data 
       Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.  Sumber 
data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Data primer 
       Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau 
digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.
15
 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yang 
memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di Desa 
Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 
b. Data Sekunder 
       Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan 
langsung dengan sumbernya yang asli.
16
 Data sekunder dalam 
penelitian ini diperoleh dari buku-buku dokumen-dokemen dan 
sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
       Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang 
mempunyai karkteristik yang sama.
17
 Populasi dalam penelitian ini 
adalah pekerja buruh tani berjumlah 5 orang dan penyedia pekerjaan 
berjumlah 5 orang. 
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 b. Sampel 
       Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
18
Seperti 
yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih 
baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. 
Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% 
atau lebih.
19
 Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, 
maka keseluruhan populasi di jadikan sampel.  
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode Interview (Wawancara) 
        Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang 
digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 
melalui melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang 
yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.
20
Wawancara 
membuat pertanyaan-pertanyaan tentang praktik upah mengupah yang 
terdapat di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 
b. Dokumentasi  
        Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa 
catatan, transkip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 
agenda dan sebagainya.
21
 Mengumpulkan, menyusun, dan mengelola 
data-data yang didapatkan dari mayarakat yang telah diwawancari di 
Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 
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 c. Observasi  
        Observasi dilakukan dengan pengamatan sistematis mengenai 
fenomena sosial, kemudian dilakukan pencatatan.
22
 Observasi 
digunakan untuk mengetahuhi bagaimana praktek upah mengupah di 
Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 
5. Metode Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul, lalu di olah secara sistematis, sehingga 
menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengelolaan data pada 
umumnya dilakukan dengan cara antara lain:  
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) 
dengan masalah. 
b. Sistematis data adalah suatu penjabaran secra deskriptif  tentang hal-
hal yang akan ditulis, misalnya data kependudukan, pemerintahan, 
dan data lainnya. 
6. Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 
dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang upah 
mengupah tanpa akad diawal. Menggunakan metode kualitatif, yang 
bertujuan mengetahui sistem pelaksanaan pada akad upah mengupah pada 
masyarakat desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 
Metode berfikir pada penulisan ini adalah metode induktif. Metode 
induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 
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 mendapatkan kaidah- kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 
mengenai fenomena yang diselidiki.
23
 Metode ini digunakan untuk 
menyimpulkan secara khusus berkenaan dengan sistem akad yang ditinjau 
dari Hukum Islam. Hasil Analisis dutuangkan dalam pembahasan 
penelitian ini. 
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 BAB II 
 
LANDASAN TEORI 
 
 
A. Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam 
 
1. Pengertian Akad 
       Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah 
akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta 
dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya.
24
               
       Menurut segi etimologi akad bisa berarti ةدقلا  (sambungan),  دهعلا dan 
(janji).
25
 Maka dari itu akad yaitu janji, janji yang harus  dipenuhi   seperti 
 
 firman Allah SWT. Tertuang dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 
 
yang berbunyi: 
                
       Artinya: ‘’Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu’’.  
 
  (Q.S. Al-Maidah: 1)
26
 
 
       Menurut Mustafa Az-Zarqa’, dalam pandangan syara’ suatu akad 
merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak 
yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau 
keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam 
hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing- masing diungkapkan 
dalam suatu pernyataan. Pernyataan  itulah  yang disebut dengan ijab dan  
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 qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut mujib (  بِجْوُم) dan pelaku (pihak) 
kedua disebut qabil (  لِبَاق).
27
 Sedangkan menurut para ulama fiqh, kata akad 
didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak  
 
syariat yang menetapkan adanya pengaruh  (akibat)  hukum  dalam  objek  
 
perikatan.
28
 
 
2. Rukun dan Syarat Akad 
Untuk sahnya suatu akad haruslah memenuhi hukum akad yang 
merupakan unsur akad. Rukun akad tersebut antara lain yaitu: 
a. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau 
badan hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 
hukum. 
29
 
b. Shighat al-aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang 
keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya 
dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar 
dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.
30
 
c. Al-Ma’qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa 
yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
31
 
d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui sya’ra dan tujuan  
akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. 
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 e. Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka 
ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah 
ada, namun akad tersebut baru akad dapat dikatakan sah apabila telah 
memenuhi syarat-syarat akad tersebut.
32
 
Selain rukun, syarat akad haruslah terpenuhi agar akad itu sah. Adapun 
syarat-syarat itu ialah:
33
 
a. Syarat adanya sebuah akad (Syarth Al-In-Iqod). Syarat adanya akad 
adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara’, 
syarat ini terbagi dua yaitu syarat umum dan syarat dan syarat khusus. 
Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat 
umum ada tiga, yaitu: (1) Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada lima 
rukun akad yaitu, shighat, objek akad (ma’qud alaih), para pihak yang 
berakad  (aqidain), tujuan pokok akad, dan kesepakatan. (2) Akad itu 
bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau 
pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tagrir atau 
penipuan, dan gubhn atau penyewa maran. (3) Akad itu harus bermanfaat. 
Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang 
harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. 
b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat 
sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (mufsid) 
dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis menyebabkan pertengkaran (al-
Jilalah), adanya pakasaan (ikrah), membatasi kepemilikan terhadap suatu 
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 barang (taugif), terdapat unsur tipuan (gharar), terdapat bahaya dalam 
pelaksanaan akad (dharar). 
c. Syarat berlakunya (nafids) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya 
akad tidak tergantung izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad 
yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (Al-
Wilayah) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun 
perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang. 
d. Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum Abad) suatu akad baru bersifat 
mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk 
meneruskan atau membatalkan transaksi).   
3. Macam-macam Akad 
     Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda         
yaitu: 
A. Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada aqad shahih dan 
ghairu shahih 
1. Aqad shahih, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-
syarat menurut syariat. 
Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku 
akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengakat secara 
pasti pada pihak-pihak yang berakad. 
Aqad shahih menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada: 
a) Nafiz, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan 
mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut,   
misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan 
 dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini muncul implikasi 
hukum terhadap para pihak dan objek akad. 
Aqad nahfis terbagi kepada: aqad lazim dan aqad mauquf 
(1) Lazim, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah 
seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad 
yang mengikat para pihak yang berakad. Seperti akad jual 
beli dan ijarah (sewa-menyewa dan upah mengupah). 
Ghairu lazim, yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh salah 
satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan 
pihak lain. Akad ini merupakan akad yang tidak mengikat 
para pihak sehingga dapat dibatalkan secara sepihak oleh 
salah seorang yang berakad tanpa harus meminta kerelaan 
pihak lain. Mislanya akad wakalah, ariyah, dan wadiah. 
Dalam kaidah fikih, dirumuskan: 
موزللا دوقعلا في لصلأا 
 ‘’pada dasarnya akad itu adalah luzum (mengikat para 
pihak)’’.34 
Kaidah ini dirumuskan berdasarkan pada (Q.S Al-
Maidah[5:1]: 
               
  Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.
35
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 Kepastian sifat luzum pada akad menurut Hanafiyah dan 
Malikiyah adalah dengan tetapnya akad yang bersumber 
dari dua orang yang berakad. Sementara itu menurut 
Syafi’iyah dan Hanabilah , akad  luzum (mengikat para 
pihak) kecuali dengan berpisahnya kedua orang yang 
berakad atau dengan adanya khiyar. Pendapat mereka ini 
didasarkan pada hadis nabi tentang khiyar majelis:
36
 
للها ىضررمع نبا نعملسو ويلع للها ىلص للها لوسر نع امهنع  
 قا ٍإ :ل َذ َت ا َب َيا َع  َرلا ُج َل ِن  َف ُك  ل  َو ِح ا ٍد  ِم ْن ُه َم ِبا ْلا ِي َا  ِر  َما َْل  َي َت َف َّر ًاق
37   
 
Dari ibn Umar r.a diterima dari Rasulullah Saw. ia berkata: 
‘’apabila dua orang melakukan jual beli maka masing-
masingnya mempunyai hak khiyar selama keduanya belom 
berpisah’’. 
Akad luzum (mengikat para pihak) terbagi pada:
38
 
(a) Akad lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan. 
Seperti akad nikah tidak dapat dibatalkan kecuali 
dengan cara-cara yang disyariatkan seperti talak dan 
khulu. 
(b) Akad lazim (mengikat) yang dapat dibatalkan oleh 
kedua belah pihak, seperti akad jual beli, ijarah, sulhu 
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 (perdamaian), muzara’ah, munaqaqasah (kerja sama 
dalam lahan pertanian) dan sejenisnya. 
(c) Akad lazim (mengikat) terhadap satu pihak saja, seperti 
khafalah rahn. Akad ini mengikat terhadap rahin (pihak 
penggadai) dan kafil (pihak penjamin). 
b) Mauquf, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia 
tidak punya kekuasaan untuk  melakukan akad tersebut, 
misalnya  akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayiz. 
Akad ini bisa berakibat hukum apabila ada keizinan walinya, 
jika tidak ada izin wali maka akad ini batal, ini merupakan 
pendapat Hanafiyah. Namun akad ini batal menurut pendapat 
Syafi’yah dan Hanabilah. 
2. Aqad ghairu shahih, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur 
dasar (rukun dan syarat) , seperti jual beli bangkai.
39
 
Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat 
atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi 
pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, 
demikian pendapat jumhur. Sementara itu, ulama Hanafiyah 
membagi akad gharu shahih kepada akad batil dan fasid. 
a) Akad batil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau 
akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti 
salah seorang yang tidak cakap hukum atau gila, benda yang 
diperjualbelikan merupakan mal ghairu mutaqawwin seperti 
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 khamar. Terhadap akad batil, apapun yang diakadkan dianggap 
tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan impikasi hukum 
terhadap objek akad dan para pihak yang melakukan akad, 
karena akadnya dipandang tidak pernah ada. Inilah yang 
dikatakan dalam hukum positif dengan batal demi hukum. 
b) Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. 
Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan 
akad itu menjadi terlarang. Akad batil dilarang karena secara 
asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid terlarang karena 
ada sifat yang tidak menyatu pada akad. Jika ada sifat yang 
menyatu dengan akad maka hukumnya menjadi mahruh 
tahrim. 
B. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi: 
1. Aqad musammah, yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh 
syarah dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti bai’, ijarah, 
syirkah, hibah, kafalah, wakalah, dan sebagainya. 
2. Aqad ghairu musammah, yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-
namanya oleh syar’i, dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, 
akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan 
kehidupan manusia, seperti aqad istishna’ bai’ al-wafa’.40 
C. Dilihat dari tujuan akad, akad terbagi pada: 
1. Al-Tamlikat, yaitu akad yang bertujuan untuk pemilikan sesuatu, 
baik benda atau manfaatnya, seperti jual beli, dan ijarah. 
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 2. Al-Isqathat, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan hak-hak, 
seperti thalaq , dan pemanfaatan qishas. 
3. Al-Ithlaqat, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan 
pada orang lain dalam suatu pekerjaan, seperti wakalah. 
4. Al-Taqydat, yaitu terhalangnya seseorang melakukan transaksi 
karena kehilangan kemampuan seperti hajru atau menahan 
seseorang untuk melakukan transakasi karena gila, bodoh. 
5. Al-Tautsiqat, yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau 
memberi kepercayaan terhadap utang, seperti kafalah, hiwalah, dan 
rahn. 
6. Al-Isytirak, yaitu akad yang bertujuan untuk berserikat pada 
pekerjaan atau keuntungan, seperti aqad syirkah, mudharabah, 
musara’ah dan sejenisnya. 
7. Al-Hafiz, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara harta 
pemiliknya seperti wadi’ah. 
D. Dilihat dari benda, akad terbagi: 
1. Aqad ‘aniyah, yaitu akad yang kesempurnaanya dengan 
menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, ariyah, 
wadi’ah,  rahn, dan qiradh. 
2. Akad ghairu ‘aniyah, yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. 
Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shigat akad. 
Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Ia 
mencankup seluruh akad selain akad aniyah, seperti akad amanah. 
 
 E. Dilihat dari berhubungannya pengaruh akad, akad ini terbagi: 
1. Aqad munajaz, yaitu akad yang bersumber dari sighat yang tidak 
dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini 
mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan 
syaratnya, seperti perkataan: ‘’ Saya jual tanah ini kepada engkau 
seharga sekian’’ yang langsung diterima oleh pihak lain. 
2. Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad 
yang bersumber pada sighat yang ijabnya disandarkan pada masa 
yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila 
batasan waktu tiba, seperti: ‘’Saya akan menyewakan rumah ini 
kepada kamu selama setahun pada awal bulan depan’’.41 
4. Aqad Ghairu Lisan 
Pada prinsipnya akad dilakukan dengan lisan. Namun, bukan satu-satunya 
cara. Untuk melaksanakan akad para ulama ada beberapa cara yang bisa 
ditempuh diantaranya: 
A. Aqad Al-Mu’atha atau Ta’athiy (saling memberi) 
       Akad mu’athah adalah akad saling menukar dengan perbuatan 
yang menunjukan kerelaan tanpa ucapan ijab dan kabul. Misalnya, 
pembeli mengambil barang dan menyerahkan uang kepada kasir tanpa 
mengucapkan ijab dan kabul. Hal ini banyak ditemukan dalam dunia 
perdagangan sekarang seperti jual beli yang dilakukan disuper market, 
mini market, atau toko-toko swalayan lainnya. 
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        Ulama berbeda pendapat tentang akad dengan cara tha’athi. 
Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, akad yang dapat 
dilakukan dengan cara tha’athi terhadap sesuatu yang sudah menjadi 
kebiasaan manusia. Baik terhadap barang yang murah, seperti telur, 
roti, maupun barang yang mahal, seperti rumah, mobil karena 
sesungguhnya kebiasaan manusia petunjuk nyata atas kerelaan. 
Mazhab Maliki dan pendapat yang paling kuat dari Mazhab Ahmad 
menyatakan, akad dapat dengan cara perbuatan atau tha’thi bila jelas 
menunjukan kerelaan, baik telah menjadi kebiasaan maupun tidak.
42
 
       Sementara itu, Syafi’iyah, Syiah dan Zahiriyah berpendapat, akad 
tidak dapat dilakukan dengan cara perbuatan atau mu’athah karena 
tidak kuat menunjukan atas saling berakad sebab rela merupakan 
urusan tersembunyi yang tidak menjadi petunjuk atas kerelaan kecuali 
dengan adanya akad. Sesungguhnya, disyaratkan terjadi akad dengan 
lafal-lafal yang jelas atas sindiran (sharih dan kinayah) atau sesuatu 
yang bisa dijadikan alat ketika dibutuhkan, seperti isyarat atau tulisan. 
Namun, dikalangan mazhab Syafi’iyah mutaakhirin, seperti Iman 
Nawawi dan Imam al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli yang 
dilakuakan dengan cara mu’athah adalah sah apabila hal itu sudah 
menjadi kebiasaan masyarakat.
43
 
B. Aqad bi al-Kitabah (Akad Dengan Tulisan) 
       Akad sah dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang berakad 
baik keduanya mampu berbicara maupun bisu. Keduanya dapat hadir 
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 pada waktu akad ataupun tidak hadir (ghaib) akad disampaikan dengan 
bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad.
44
Berdas 
arkan kaidah fikihiyah, yaitu: 
كلاباطل اك ةب ات45  
‘’Tulisan sama kekuatan kekuatan hukumnya dengan ucapan’’ 
       Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagaimana 
ijab dan kabul diucapkan dengan perkataan maka ijab kabul dengan 
surat menyurat, seperti yang sudah berlaku pada zaman sekarang, 
seperti transaksi via pos, telegram, e-mail, dan sebagainya sah 
dilakukan. 
Akan tetapi, akad perkawinan tidak sah diakadkan dengan tulisan 
baik kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wali perempuan) hadir 
maupun tidak hadir kecuali bila salah satu pihak tidak mampu 
berbicara seperti bisu. Karena syarat sah perkawinan dihindari oleh 
para saksi, mereka harus, menyaksikan dan mendengarkan pembicara 
kedua belah pihak. 
C. Aqad bi’ al-Isyarat (Akad dengan Isyarat) 
       Isyarat adakalanya dari seseorang yang mampu berbicara dan 
berasal dari orang bisu. Apabila orang yang berakad mampu berbicara 
maka yang melakukan akad dengan isyarat tidak sah, tetapi wajib 
dengan lisan atau tulisan karena walaupun isyarat menunjukan 
kehendak, tetapi ia tidak menfaedahkan suatu keyakinan seperti lafaz 
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 dan tulisan. Apabila orang yang berakad tidak dapat berbicara, seperti 
bisu atau gagap, jika tulisannya baik harus dengan tulisan, begitu 
riwayat yang kuat dari golongan Hanafiyah karena tulisan lebih 
menunjukan pengertian yang dalam dari pada isyarat. Jika tulisannya 
tidak baik, dan mempunyai isyarat yang bisa dipahami sama nilainya 
dengan lisan berdasarkan kesepakatan para fuqaha’ karena darurat,46 
sesuai dengan kaidah fikiyah:  
 تار اشلإار وهشم ناسلاب نايبلاك سرخلأل47  
‘’Isyarat yang telah masyhur dari orang  bisu dari  penjelasan    dengan  
lisan’’.  
5. Asas Berakad dalam Islam 
       Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas   
persamaan atau kesetaraan, asas kedailan, asas kerelaan, asas kejujuran dan 
kebenaran, dan asas tertulis.
48
 Namun ada asas yang utama yang mendasari 
setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah 
atau asas tauhid.
49
 Asas ilahiyah (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah SWT, 
dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah SWT serta 
bertujuan akhir untuk Allah SWT.
50
 Penjelasan asas-asas dalam Islam yaitu: 
a. Asas Illahiah 
      Kegiatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan 
(ketauhidan). Maunusia memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Tanggung 
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 jawab pada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung 
jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. 
Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala 
perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
       Ketika manusia hendak bermuamalah (membeli, dan menjual, 
menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), dia selalu 
berdiri dibatas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang 
haram, memonopoli uang rakyat, korupsi, mencuri, berjudi, ataupun 
melakukan suap-menyuap. Ia menjahui daerah yang diharamkan Allah, 
dan meninggalkan daerah syuhbat.
51
 
       Asas ilahiah, menurut Izzan dan Syahri Tanjung di bagi kepada dua 
bagian, yakni Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. Tauhid Uluhiyah 
yaitu keyakinan atas keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada 
dibumi dan dilangit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid rububiyah 
adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap 
makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang 
percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.
52
 
a. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) 
       Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) 
pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat 
perjanjian (Freedom of making contract), baik dari segi objek perjanjian 
maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan 
cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan 
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 pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka 
legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak 
sah. Landasan asas ini yakni QS. Al-Baqarah/2: 265; al-Maidah/5: 1; al-
Hijr/15: 2; ar-Rum/30: 95;an-Nisaa’/4: 33;72.53 
b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah) 
       Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang 
memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. 
An-Nahl (16): 71, 
                         
‘’Dan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain 
dalam hal rezeki’’. 
 Hal ini menunjukan, bahwa diantara sesama manusia masig-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia 
satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang 
lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia 
memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam 
melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. 
Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. 
c. Asas Keadilan (Al-‘Adalah) 
       Dalam Qs. AL-hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:  
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                       
                          
                        
 
‘’Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan 
neraca (keadilan ) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan’’. 
 Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali 
disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah SWT 
tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih 
menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. QS. Al-Maidah (5): 8, 
disebutkan berikut ini. 
                       
                        
         
‘’Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan’’.54 
 
       Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu perumamaan. 
Menurut Dr. Yusuf Alqardhawi, keadilan adalah keseimbangan, antara 
berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan 
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 masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berdasarkan 
pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan 
dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, 
memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua 
kewajibannya
55
. Dasar hukumnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 177 
berikut ini: 
                           
          
‘’... dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 
dan orang-oang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan 
dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa’’. 
Dan juga dalam QS. al-Mu’minuun (23): 8-11 berikut ini. 
                        
                        
       
 
‘’Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 
dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara 
sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, 
(ya’ni) yang akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal 
didalamnya’’. 
Dalam QS. an-Nahl (16): 90, Allah SWT berfirman: 
                     
                     
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 ‘’Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan’’. 
       Sikap adil harus selalu tercemin dalam perbuatan muamalat. Oleh 
karena itu, Islam mengatur hal-hal  yang bertentangan dengan sikap adil 
yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan 
kezaliman. 
       Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah 
perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran 
hutang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya. 
Yusuf Qardhawi, berpendapat sebagai berikut.
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‘’ Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan 
kemungkinan mendapatkan resiko, mendapatkan harta bukan 
sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan 
mengorkorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek 
perikemanusiaan demi penghasilan materi’’. 
 
       Mereka yang menakar dan menimbang, dengan tidak adil mendapat 
ancaman dari Allah SWT seperti yang tercantum dalam QS. al-Muthafiffin 
(83): 1-6 berikut ini. 
                            
                        
                      
 
‘’Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta 
dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk 
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 orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu 
menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada 
suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia menghadap 
Tuhan semua alam’’. 
 
       Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah 
suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji 
(pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi 
dirinya. Asas Kerelaan (Al-Ridho) 
       Dalam QS. an-Nisaa’ (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang 
dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-
masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis 
statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan 
dengan cara yang batil (al-aqdu bil bathil). Berikut isi dari QS. an-Nisaa’ 
(4): 29. 
                        
                       
   
‘’Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu’’. 
       Ayat diatas menunjukan, bahwa dalam suatu melakukan suatu 
perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah 
dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, 
dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat 
 membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukan 
keikhlasan dan ikhtikad baik dari para pihak. 
d. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiq) 
        Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam 
segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika 
kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak 
legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak 
diterapkan dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para 
pihak. dalam QS. al-Ahzab (33): 70: 
                   
‘’Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan 
katakanlah perkataan yang benar’’.  
       Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat 
bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi mayarakat dan 
lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalat yang 
mendatangkan mudarat adalah dilarang. 
e. Asas Tertulis (Al-Kitabah) 
       Dalam QS. al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT 
menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan 
secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab 
individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selian itu, 
dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara 
tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya 
 tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya 
perikatan tersebut.
57
 
       Menurut Hukum Ekonomi Syariah,
58
 bahwa akad dilakukan 
berdasarkan asas sebagai berikut: 
1. Iktiyari/Sukarela 
2. Amanah/menepati janji 
3. Ikhtiyati/kehati-hatian 
4. Luzum/tidak berubah 
5. Saling menguntungkan 
6. Taswiyah/kesetaraan 
7. Transparansi 
8. Kemampuan 
9. Taisir/kemudahan 
10. Iktikad baik 
11. Sebab yang halal.59 
6. Berakhirnya akad 
A. Berakhirnya Akad dengan  fasakh 
       Yang dimaksud adanya pemutusan (fasakh) kontrak disini adalah 
‘’melepaskan perikatan kontrak’’ atau ‘’mehilangkan atau menghapuskan 
hukum secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi.’’ Dengan 
fasakh, para pihak yang berkontrak kembali kestatus semula sebelum 
kontrak terjadi. Demikian, objek kontrak. 
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         Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya jaiz (boleh). Fasakh wajib 
dilakukan dengan rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya fasakh 
terhadap kontrak yang fasid. Dalam hal ini fasakh dilakukan guna 
menghilangkan penyebab ke-fasid kontrak, menghormati ketentuan-
ketentuan syariah, melindungi kepentingan (mushlahah) umum maupun 
khusus, menghilangkan dharar, (bahaya, kerugian), dan mengindarkan 
perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan 
syariah. Sedangkan fasakh yang jaiz adalah fasakh yang dilakukan atas 
dasar keinginan pikhak-pihak yang berkontrak, misalnya fasakh 
disebabkan adanya hak khiyar dan fasakh yang didasarkan atas kerelaan 
dan kesepakatan seperti iqalah.
60
 
a. Akad yang tidak lazim (Jaiz)  
       Yang dimaksud tidak lazim (Jaiz) adalah akad yang memungkinkan 
pihak-pihak akad yang membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan 
pihak akad yang lain, akad tidak terikat hak orang lain. Tetapi jika ini 
merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan maka tidak 
boleh difasakh.
61
 
       Kebalikan dari akad jaiz adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak 
memungkinkan pihak-pihhak akad untuk membatalkan akad. 
       Akad tidak lazim itu adakalnya bagi kedua seluruh pihak akad  dan 
adakalanya bagi salah satu pihak akad. 
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        Pihak yang punya kewajiban menjadi lazim dan tidak wajib 
melaksanakan akad dan tidak boleh mundur. 
       Jadi dengan akad tidak lazim, maka terbuka bagi pihak akad untuk 
mem-fasakh atau membatalkan akad. Jika memilih fasakh, maka akadnya 
berakhir. 
b. Khiyar 
       Akad-akad seperti bai’ dan ijarah bisa di fasakh dengan hak khiyar 
yang dimiliki pihak akad, baik khiyar ini timbul karena ijab qabul atau 
timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad. 
Bagi pihak yang memiliki hak khiyar baik khiyar syart, khiyar ‘aib, 
khiyar ru’yah maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad 
atau membatalkan akad. Jika pilihannya membatalkan akad, maka 
akadnya telah fasakh. 
       Fasakh tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, 
kecuali dalam khiyar ‘aib (khiyar disebabkan terdapat kerusakan pada 
objek kontrak). Setelah objek kontrak diterima. Menurut Hanafiyah, 
fasakh hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain atau putusan 
hakim. 
       Disebabkan dalam al-tanfidz yakni kewajiban yang ditimbulkan oleh 
kontrak yang tidak dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak 
bersangkutan. Jika hal itu terjadi, kontrak boleh fasakh. Misalnya dalam 
kontrak yang mengandung khiyar naqd (khiyar pembayaran). 
c. Iqalah 
        Iqalah adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang 
berakad yang memutuskan akad yang telah disepakati.    
Biasanya akad lazim yang tidak ada khiyar-nya menjadi fasakh (batal) 
dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas 
keinginan dan ridho kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir 
kecuali dengan ridha mereka. 
       Jadi dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang 
berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir. 
d. ‘Uyub Ridha (Cacat Ridha) 
       Akad bisa juga difasakh jika salah satu pihak tidak ridha, seperti 
ketika terjadi tadlis ghoban, galath. Maka pihak yang dirugikan itu 
memiliki hak untuk mem-fasakh akad atau melanjutkannya. Jika yang 
dipilih adalah fasakh, maka akad yang telah disepakati itu berakhir. 
Pada praktiknya, fasakh yang dilakukan karena cacat ridha itu harus 
dengan kesepakatan dalam akad (khiyar ‘aib). 
e. Syarat  dan sebab fasakh 
       Sebuah kontrak dapat dilakukan fasakh apabila telah terpenuhi syarat 
syarat berikut:
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1) Kontrak yang akan difasakh harus mengikat kedua belah pihak, yaitu 
kontak yang berbentuk pertukaran (mu’awadah). 
2) Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat 
yang ditetapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat 
atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan 
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 berdasarkan kontrak, seperti barang yang disewakan mengalami 
kerusakan dan pembeli tidak mampu membayar harga barang yang 
dibeli, pihak yang lain boleh meminta agar fasakh, diputuskan. 
3) Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak 
tidak dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak  atau kerelaannya 
untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya 
disebabkan terjadi ghalath (kekeliruan), ikrah (pemaksaan) dan tadlis 
(penipuan), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak  difasakh 
baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan 
hakim. 
B. Berakhirnya Akad dengan Infisakh 
       Infisakh, yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi 
hukum) sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin 
dapat dilaksanakan (istihalah al-tanfidz) disebabkan afad samawiyah (force 
mejaure). 
a. Selesai Masa Kontrak  
       Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut 
ditentukan waktunya seperti ijarah atau dengan tercapainya tujuan akad 
tersebut seperti utang  dalam akad wakalah.  
       Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya 
tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. 
b. Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan 
       Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti 
objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada 
 pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu 
dengan sendirinya berakhir.
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c. Pelaku Akad Meninggal 
       Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meniggal 
salah satu atau pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya 
berakhir. 
d. Akad yang Fasid 
       Akad yang fasid itu bisa di fasakh oleh kedua pihak akad atau oleh 
pengadilan untuk menghindari fasid dalam akad. 
C. Akibat Hukum Terhadap Akad 
       Secara umum, Musthafa Az-Zarqa menjelaskan bahwa kaidah yang 
berlaku dalam fasakh yakni: 
a. Jika infisakh dan aset masih ada, maka diberlakukan ketentuan seperti 
sebelum terjadi akad. 
b. Jika terjadi infisakh dan aset tidak ada, maka diberlakukan ketentuan 
khusus sesuai dengan akadnya. 
Pemutusan kontrak menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: 
a. Kontrak menjadi berakhir. Sebelum fasakh terjadi, kontrak dan semua 
akibat hukumnya berlaku sebagaimana mestinya. 
b. Fasakh menimbulkan akibat hukum yang berlaku surut dan yang 
berlaku kedepan. Yang pertama terjadi dalam fasakh terhadap kontrak 
yang bersifat fauriyah, yakni kontrak pertukaran dimana objek 
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 kontrak yang dipertukarkan sudah diserahterimakan pada kontrak 
terjadi, misalnya kontrak jual beli. 
c. Sedangkan akibat hukum yang kedua, yakni yang berlaku ke depan, 
terjadi dalam fasakh terhadap kontrak yang bersifat mustamirrah, 
yakni kontrak dimana objek kontrak tidak diterima pada saat kontrak 
atau pelaksanaan kewajiban kontraknya memerlukan waktu; seperti 
kontrak sewa (ijarah) dan syirkah (kerja sama).
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B. Ujrah Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Ujrah 
       Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata  رجأ- رجأي (ajara – 
ya’jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.65  
 
Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang 
lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat 
tertentu.
66
  
       Menurut pengertian lainnya upah adalah harga yang dibayarkan kepada 
pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor  produksi 
lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan 
kata lain, upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada 
seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan 
tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
67
 
Adapun pengertian diatas ada beberapa definisi ijarah menurut para ulama:
68
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 a. Ulama Mazhab Hanafi mendenifisikan: 
 َع ْق  د َع َل َم ى َن ا ٍضَوِعِب ِعِف                                                        
‘’Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan’’. 
b. Ulama Mazhab Syafi’i mendenifisikan : 
 َع ْق  د َع َل َم ى ْن َف َع ٍة  َم ْق ُص ْو َد ٍة  َم ْع ُل  َم ٍة  ُم َب  َح ٍة  َق ِب ا َل ٍة  ِل ْل َب ْذ  ِل  َو الإ َابا َح ِة  ِب ِع َو  ٍض 
 َم ْع ُل ْو ٍم           
‘‘Ttransaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat, bisa 
dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu’’. 
c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah  mendenifisikan: 
 َْت ِل ْي ُك  َم َن ِف ا ِع  َش ْي ٍئ  ُم َب َح ا ٍة                       ٍضَوِِعب ٍم ْوُلْعَم َة َّدُم           
‘’Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan’’.69 
1. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 
Memberikan upah kepada pekerja yang telah diperintahkan untuk 
mengerjakan sesuatu pekerjaan hukumnya adalah boleh. Dasar hukum yang 
membolehkan adalah Firman Allah dan Rasul-Nya. 
a. Landasan Al-Qur’an 
Surat Az-Zukhruf ayat 32: 
                   
                     
                        
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 Artinya: ‘’Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 
mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.’’ (Q.S Zz-
Zukhruh:32)
70
  
 
        Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah SWT telah mengatur 
semua penghidupan hamba-hambanya sedemikian rupa, anjuran 
bagi semua hamba-hambanya dapat selalu bersyukur kepadanya 
dan mempergunakan dengan baik yang telah Allah SWT beri. 
Karena Allah SWT lah Tuhan yang selalu tahu apa yang 
diinginkan hambanya. 
Yang terdapat pada surah At-Thalaq ayat 6: 
                       
              
 
Artinya:’’Kemudian jika mereka menyususkan (anak-anak) mu 
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan 
baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan 
lain boleh menyusukan.’’(Q.S. At-Thalaq: 6)71 
 
       Dalam surat At-Thalaq ayat 6: Allah memerintahkan kepada 
hamba-hambanaya yang beriman agar  membayar upah mennyusui 
kepada ibunya yang telah dicerai raj’i. 
Surat Al-Imran ayat57: 
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                     
             
 
Artinya:’’Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan 
kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan 
mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang 
zalim.’’ (Q.S. Al-Imran: 57)72 
 
       Upah yang dibayarkan kepada pekerja haruslah dibayarkan 
sebagaimana yang disyariatkan dalam surat Al-Imran ayat 57. 
Bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja haruslah diberi upah, 
apabila tidak memenuhi upah maka itu suatu kezaliman yang tidak 
disukai oleh Allah SWT. 
  Surat Al-Baqarah Ayat 233: 
                    
                           
                      
                     
                      
                          
          
Artinya:’’ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 
                                                             
72
  Ibid., h. 57. 
 pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan.’’ (Q.S Al-Baqarah: 233)73 
 
       Ayat diatas menegaskan bahwasanya penganugrahan rahmat Allah, 
apalagi pemberi waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan 
manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam 
kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan 
Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, dan   
lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga meraka dapat saling tolong 
menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-
masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, 
dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh 
kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih 
kebahagian duniawi dan ukhrawi.
74
 
  Surat Al-Qashash ayat 26-27: 
                      
                      
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                       
                      
 
Artinya:’’salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 
tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka 
aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah 
akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik.’’ 
(Q.S. Al-Qashash: 26-27)
75
 
 
b. Landasan Sunnah 
       Dasar hukum upah, selain didalam firman Allah SWT dasar 
hukum upah juga tertuang dalam beberapa hadist. Diantaranya ialah: 
 ِم ْن  َط ِر ْي ِق  ِا ْب ِن  
ُ
لا َب َرا ِك َع , ْن  ُش ْع َب ِة َع , ْن  ََح ِد ا َع , ْن ا ْب َر ِى ْي ِم, َع ْن  ْبا ِن  
 َس ِع ْي ِد َق , َلا ِإ : َذا ْس َتا َج ْر َت  َا ِج ْي ًرا  َفا  َع ِل ْم ُو  ُا ْج َر ُههاور( ا )يئاسنل76  
Artinya:  ‘’Dari keterangan, Ibnu Mubarak, dari Su’bah, dari 
Hamad, dari Ibn’ Said, Berkata: Apabila kamu memberi 
upah kepada pengupah maka beritahulah upahnya.’’ 
(H.R. An-Nasai)’’. 
       Menurut hadis di atas menerangkan bahwa sehendaknya pada saat 
mempekerjakan buruh atau pekerja labih baik diberi tahu berapa besar 
nilai upah yang akan didapatkan oleh pekerja. 
       Demikian juga dalam pemberian upah mengupah sebaiknya harus 
diberitahukan secara jelas dan juga diberitahukan berapa besar upah 
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 yang akan diberikan kepada pekerja. Seperti halnya yang tertuang 
dalam hadis riwayat Abu Sa’id  Al-Khudri, Nabi SAW bersabda: 
 ٍدْيِعَس ِبَِا ْنَعَو ُلا ْدا ََّنا ُوْنَع للها َىِضَر ٍِّىرل َمَّلَسَو ِوْيَلَع للها ىَّلَص َّبَِّن :َلَاق  
 َتْسا ِنَم ْأ  َوَر( َُوت َرُْجا َُول ِّمَّسُيْل َفًارْ يِجَا َرَجا ُه  َقاَّزَّرلا ُدْبَع)
77  
 Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW 
bersabda, ‘’barang siapa mempekerjakan para pekerja maka 
tentukanlah upahnya.’’ (H.R Abdurrazaq). 
        Mengenai waktu pembayaran upah dapat tergantung pada    
kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti halnya sabda Rasulullah 
mengenai upah yang sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai 
dikerjakan. 
c. Landasan Ijma’ 
       Pada masa sahabat sudah berijma’, menyatakan bahwa ijarah 
diperbolehkan sebab bermanfaat bagi kehidupan manusia. Segala 
sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan ini menjadi baik 
dan halal. Para ulama sepakat atas kesepakatan ini dan tidak ada 
seorangpun yang membantahnya. Kesepakatan ini ialah kesepakatan 
ijma’ tentang ijarah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq: 
‘’Dan atas disyariatkannya sewa menyewa, umat Islam telah sepakat, 
dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan 
kesepakatan para ijma’ para ulama ini’’, karena Al-Ijarah merupakan 
akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 
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 upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang sewaan 
tersebut.
78
 
       Menurut Ibnu Rasyd pada kitab Bidayah Al-Mujtahid mengatakan 
bahwa, ‘’sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh 
fuqaha negeri besar dan fuqaha pada masa pertama’’.79 Al-Ijarah 
adalah merupakan ‘’pemindahan hak guna atas barang tahu jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan 
barang tersebut. 
80
 
2. Rukun dan Syarat Ujrah 
a. Rukun Ujrah 
Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun 
Ijarah yang terdiri dari:
81
 
1) Sigah ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berakat (berkontrak) baik secara verbal atau dalam 
bentuk lain. 
2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa 
atau penyewa/pengguna jasa. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang 
melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah 
yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta’jir adalah 
orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang 
menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah 
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 baligh, berakal cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), 
dan saling meridhai.  
3) Objek akad ijarah; yaitu: 
a) Manfat barang dan sewa; atau 
b) Manfaat jasa dan upah. Upah atau ujrah, disyaratkan diketahui 
jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa 
maupun dalam upah-mengupah. 
a. Syarat-syarat Ujrah 
       Syarat ijarah ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, 
(syurut al-in ‘iqad), syarat pelaksanaan ijarah (syarat al-nafadz), 
syarat sah(syurut al-shihah), dan syarat mengikat (syarat al-luzum). 
Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa ijarah 
yang akan dilakukan mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang 
melakukannya. Antara lain,
82
 yakni: 
       Pertama, syarat terjadinya akad (syurut al-in’iqad) syarat ini 
berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang 
berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. 
Dalam akad ijarah tidak disyaratkan mummayyiz. Dengan adanya 
syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak 
sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, 
transaksi dilakukan anak kecil yang sudah mumayyis hukumnya sah. 
Menurut Malikiyah, mumayyiz adalah syarat bagi pihak yang 
melakukan akad jual beli dan ijarah. Sementra baligh adalah syarat 
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 bagi berlakunya akibat hukum (ijarah syuruh al-nafadz). Sementara 
kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi 
para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.
83
 
       Kedua, syarat pelaksanaan ijarah, akad ijarah dapat terlaksana 
bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah 
terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. 
Tanpa adanya kepemilikan dan atas penguasaan, maka ijarah tidak 
sah.
84
 
       Ketiga, syarat sah (syurut al-shhihah). Syarat ini ada terkait 
dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah 
sebagai berikut: 
1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad. Syarat ini 
didasarkan pada firman Allah SWT:  
                       
            
Artinya: ‘’Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu.’’ 
 
 
2) Ma’qud alaih bermanfaat dengan jelas 
       Adanya kejelasan pada ma’qud alaih (barang) 
menghilangkan pertentangan diantara ‘aqid. 
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 Diantara cara untuk mengetahui ma’qud alaih (barang) adalah 
dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 
menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa 
seseorang. 
a) Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis 
pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa 
orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau 
pertentangan. 
b) Penjelasan waktu kerja , tentang batasan waktu kerja sangat 
bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. 
c) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah 
harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya. 
d) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada 
tujuh, yaitu: 
(1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang syarat 
ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang 
terlarang. 
(2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi. 
(3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga 
dan ternilai  
(4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang 
yang sah kepemilikannya. 
(5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan 
barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, 
 sewa macam ini tidak sah termasuk dalam pengecualian 
syarat ini sewa jasa menyusui, karena darurat dalam 
hadanah. 
(6) Manfaat dapat diserah terimakan. 
(7) Manfaat  harus jelas dan dapat diketahui.85 
       Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam ijarah (syurut al-
luzum). Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu: 
1) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat 
yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila susudah 
transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak 
maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak 
memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila 
suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan 
maka akad ijarah fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua 
belah pihak. 
2) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad ijarah. 
Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau 
pada objek akad ijarah.
86
 
3. Macam-macam Ujrah 
       Macam-macam ujrah dapat diklarifikasikan terbagi dua macam yaitu: 
a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang 
sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai 
kerelaan belah pihak yang berakad. 
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 b. Upah yang sepadan (ajrun mistli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika 
akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.
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       Dilihat dari segi obyeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama kepada 
dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa) 
Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa 
rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perusahaan. Apabila manfaat itu 
merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka 
para ulama figh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa 
menyewa.
88
 
       Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan 
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, menurut 
para ulama figh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti 
buruh bangunan, tukang jahit, buruh, pabrik, dan tukang sepatu. Al-ijarah 
seperti ini, ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 
rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok 
orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 
tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Keduanya bentuk al-ijarah 
terhadap bentuk pekerjaan ini (buruh, tukangdan pembantu, menurut 
ulama fiqh, hukumnya boleh. upah mengupah atau ijarah ‘ala al-a’mal, 
yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti 
menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ala’ al-
a’mal terbagi dua, yaitu: 
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 a. Ijarah Khusus 
b.        Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, 
orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang 
telah memberinya upah. 
c. Ijarah Mussytarik 
       Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja 
sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.
89
 
4. Sistem Pembayaran Ujrah  
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada 
waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 
berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah 
wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang 
diterimanya. Menurut Imam Syafi’iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak 
dengan akad itu sendiri. Jika mu’ajir menyerakhan zat benda yang disewa 
kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta’jir) 
sudah menerima kegunaannya.
90
 
Upah berhak diterima dengan syarat-syarat.
91
 
a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar 
upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan. 
b. Mendapat manfaat,  jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada 
kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada 
selang waktu, akad tersebut menjadi batal. 
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 c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak 
terpenuhi secara keseluruhan. 
d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak 
sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. 
Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut: 
1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 
2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali 
dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir 
selama penyewaan berlangsung. 
Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan 
menangguhkannya sah seperti juga juga halnya mempercepat yang 
sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak. jika dalam akad tidak ada 
kesepakatan mempercepat atau mengangguhkan, sekiranya 
dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah 
berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah 
untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka 
ia wajib membayar sewaan.
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5. Berakhirya akad Ujrah 
Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijrah akan berakhir apabila:
93
 
a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 
dijahitkan hilang. 
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 b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. 
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 
kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, 
maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh 
seluruh ulama fiqh. 
c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, 
karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. 
Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan 
wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut 
mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu 
mengikat kedua belah pihak yang berakad. 
d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti 
rumah yang disewakan  disita negra karena terkait utang yang 
banyak, maka akad al-ijarah batal.  Uzur-uzur yang dapat 
membatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah 
salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, 
misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, 
sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah  kedesa lain. 
Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan 
akad al-ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau 
manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dilanda 
banjir. 
 
 
 BAB III 
LAPORAN PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Tentang Desa Sidoharjo 
1. Sejarah Desa Sidoharjo 
Berdasarkan fakta sejarah yang bersumber dari sumber yang dapat 
dipertanggung jawabkan (putra-putri transmigrasi) tepatnya pada tahun 1960 
Sidoharjo masih merupakan daerah hutan belantara yang masih dihuni para satwa 
liar seperti gajah, harimau, ular dan lain-lainnya.  
Adanya kondisi daerah yang masih demikian maka banyak warga 
transmigrasi yang tidak kerasan dan meninggalkan Desa ini namun bagi warga 
yang tabah mereka tetap bertahan sekalipun dengan kondisi yang demikian rupa. 
Lebih parah lagi pada tahun 1970 Sidoharjo khususnya dan Lampung pada 
umumnya terjadi peceklik yang cukup parah sehingga banyak warga yang 
menderita kelaparan dan mereka mengkonsumsi gombong atau onggok yaitu 
singkong yang sudah diolah oleh pabrik dan diambil acinya. 
Sidoharjo kini merupakan Desa yang berpotensial untuk dijadikan areal 
pertanian yang kondisi tanahnya cukup subur dan merupakan daerah transmigrasi 
yang nama dusun-dusunnya banyak menggunakan nama daerah asal seperti: 
Kediri, Jogja, Surabaya, Semarang dan lain sebagainya. Hingga saat ini Desa 
Sidoharjo memiliki XII  (dua belas) Dusun yaitu: 
a. Dusun I diberi nama Solo 
b. Dusun II diberi nama Kediri 
 c. Dusun III diberi nama Bandung 
d. Dusun IV diberi nama Surabaya 
e. Dusun Vdiberi nama Jogja  
f. Dusun VI diberi nama Semarang 
g. Dusun VII diberi nama Bali Sido A 
h. Dusun VIII diberi nama Sidomukti  
i. Dusun IX diberi nama Sidolaras  
j. Dusun X diberi nama Rejomulyo  
k. Dusun XI diberi nama Sidorahayu 
l. Dusun XII diberi nama Pasar 
Desa Sidoharjo disamping memiliki XII Dusun, ditiap-tiap dusun terdapat 
beberapa RT (Rukun Tetangga). Jumlah RT di Desa Sidoharjo ada 43 (empat 
puluh tiga) RT, yang tesebar dimasing-masing dusun, yakni: 
a. Dusun Solo ada 6 RT 
b. Dusun Kediri ada 3 RT 
c. Dusun Bandung ada 2 RT 
d. Dusun Surabaya ada 3 RT 
e. Dusun Jogja ada 4 RT 
f. Dusun Semarang ada 4 RT 
g. Dusun Bali Sido A ada 5 RT 
h. Dusun Sidomukti ada 4 RT 
i. Dusun Sidolaras ada 4 RT 
j. Dusun Rejomulyo ada 3 RT  
k. Dusun Sidorahayu ada 2 RT 
 l. Dusun Pasar 2 RT 
2. Keadaan Demografis Desa Sidoharjo 
1) Batas Wilayah Kampung  
Letak geografi Desa Sidoharjo, terletak diantara: 
a) Sebelah Utara   : Sidoreno 
b) Sebelah Selatan   : Sidowaluyo 
c) Sebelah Barat   : Sidowaluyo 
d) Sebelah Timur   : Sidomakmur 
2) Luas Wilaya Desa 
a) Pemukiman   : - 
b) Tanah Sawah    : 817,5 ha 
c) Tanah Kering   : 240 ha 
d) Jalan    : 24, 5 km 
e) Tanah perkebunan  : 9 ha 
f) Tanah keperluan fasilitas umum : 5 ha 
g) Tanah keperluan fasilitas sosial  : 9,75 ha 
3) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin  
a) Jumlah kepala keluarga KK : 2.739 KK 
b) Jumlah laki-laki   : 4.759 orang 
c) Jumlah perempuan  : 4.762 orang 
Jadi jumlah keseluruhan adalah 14260 Jiwa. 
 
 
 
 Tabel 1                                                                                                                   
Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo kecamatan Way Panji Lampung Selatan 
Berdasarkan Tingkat Pendidikannya 
NO Status Pendidikan Jumlah 
1. Belum Sekolah 895 orang  
2. Tidak Tamat Sekolah Dasar 1.052 orang 
3. Tamat SD Sederajat 3.791 orang 
4. Tamat SLTP Sederajat 2.083 orang 
5. Tamat SLTA Sederajat 1.093 orang 
6. Tamat Akademi Sederajat 83 orang 
7. Tamat perguruan Tinggi Sederajat 99 orang 
8. Buta Huruf 425 orang 
    (Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2015) 
Berdasarkan tabel di atas pada dasarnya penduduk di Desa Sidoharjo 
sudah memiliki pengetahuan dalam pendidikan serta memiliki keilmuan yang 
dapat berdaya saing dengan desa-desa lainnya dan tentunya dapat menjadi 
pendorong kemajuan perekonomian khususnya di Desa Sidoharjo, serta dapat 
berdaya saing dengan desa kecamatan lainnya. Untuk melihat jumlah penduduk 
Desa Sidoharjo menurut jenis pekerjaaan dapat dilihat pada tabel berikutnya, 
yaitu: 
 
 
 Tabel 2                                                                                                             
Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan 
Berdasarkan Jenis PekerjaanJ 
NO Jenis Pekerjaan Jumlah  
1. Petani  1.350 orang 
2.  Nelayan  - 
3. Pengusaha Sedang - 
4. Pengerajin/ Industri Kecil 207 orang 
5. Buruh Industri 231 orang  
6. Buruh Bangunan 1.527 orang 
7. Buruh Pertambangan - 
8. Buruh Perkebunan - 
9. Pedagang 275 orang 
10. Pengangkutan  57 orang  
11. Pegawai Negeri Sipil 52 orang 
12. ABRI 2 orang 
13. Pensiunan (ABRI/PNS) 23 orang 
14 Peternak 231 orang 
(sumber Data monografi Desa Sidoharjo Tahun 2015) 
Data di atas menjelaskan bahwa pekerjaan yang lebih banyak di Desa 
Sidoharjo bermata pencaharian petani dan buruh bangunan. Sebab itu masyarakat 
di Desa Sidoharjo dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja 
sebagai petani dan buruh bangunan. 
 Tabel 3                                                                                                              
Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan Desa Sidoharjo 
Kecamatan Way Panji Lampung Selatan 
NO Agama Jumlah 
1. Islam 7.853 orang 
2. Khatolik 381 orang 
3. Kristen/Protestan 547 orang 
4. Hindu 1.010 orang 
5. Budha - 
(Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2015) 
3. Struktur Organisasi Desa Sidoharjo 
Desa Sidoharjo memiliki aparat Desa yang kuat terhadap kehidupan sosial 
masyarakat. Adapun kepengurusan Aparat Desa antara lain: 
1) Kepala Desa   : Marjana 
2) Sekertaris Desa   : Titik Handayani 
3) Kepala Seksi Pemerintahan : Priyo Heri H 
4) Kepala Seksi Pelayanan   : Dyah Anggraini 
5) Kepala Seksi Kesejahteraan  : M Arif P 
6) Kepala Urusan Tata Usaha  : Krisna Nova 
7) Kepala Urusan Keuangan  : Devi H 
 8) Kepala Urusan Perencanaan : Darminto 
Kepala dusun: 
1) Dusun Solo  : Yuratmin 
2) Dusun Kediri : Marijo 
3) Dusun Bandung : Suwarno 
4) Dusun Surabaya : Ngatio  
5) Dusun Jogja : Sumarno 
6) Dusun Semarang  : Wahyudi 
7) Dusun Bali Sido A : Wayan Subagio 
8) Dusun Sidomukti : Sukamto 
9) Dusun Sidolaras   : Edi Subowo 
10) Dusun Rejomulyo : Wito 
11) Dusun Sidorahayu: Supriyadi 
12) Dusun Pasar : Sudarno 
Lembaga-lembaga kemasyarakatan/sosial antara lain: 
1) Kelompok Pengajian  
2) Kelompok Tani 
3) PKK 
 
 B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Mengupah Tanpa Akad di Awal di Desa 
Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan 
Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang tanahnya cukup subur dan   
Desa Sidoharjo yang  mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh 
tani, maupun buruh bangunan. Masyarakat di Desa Sidoharjo cukup banyak 
masyarakatanya masih dalam kondisi ekonominya menengah kebawah. Dengan 
hasil pendapatan perbulan dengan rata-rata Rp. 600.000/bulan- Rp. 
800.000/bulan. Pendapatan ini tentunya dianggap kurang memenuhi kebutuhan 
mereka sehari-hari dalam satu bulan, sebab pekerjaan menjadi buruh tani tidak 
setiap hari, karena menjadi buruh tani adalah sebuah pekerjaan yang pada saat 
dibutuhkan saja. Misalnya untuk menanam dan memanen.
94
 Salah satu cara yang 
dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar 
mereka menjadi buruh tani. Praktik pembayaran upah mengupah tanpa akad di 
awal biasanya dilakukan oleh pekerja buruh tani yang diminta untuk bekerja oleh 
pemilik lahan atau orang yang memperkerjakannya.
95
 
Upah merupakan hasil dari setelah melakukan suatu pekerjaan yang 
dilakukan dengan tenaganya dan upah mengupah haruslah sesuai dengan rukun, 
syarat dan kesepakatan kedua belah pihak yang harus saling ridho karena dalam 
bersesepakat timbulah hak dan kewajiban antara mereka. Bagi masyarakat di Desa 
Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan upah mengupah tidak awam 
lagi sebab pekerjaan mereka sebagai buruh tani. 
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 Sistem upah mengupah yang terdapat pada Desa Sidoharjo Kecamatan Way 
Panji Lampung tidak adanya kesepakatan upah pada awal mempekerjakan. Upah 
yang diberikan adalah upah harian dan setelah pekerjaan tersebut selesai.   
Praktek upah-mengupah yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way 
Panji Lampung Selatan menggunakan sistem tradisional atau kebiasaan warga 
Desa Sidoharjo yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan yakni yang 
dimaksud kesepakatan buruh tani mau untuk bekerja pada pemilik lahan. 
Perjanjian upah seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi warga 
khususnya masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan 
dari upah pemilik lahan (pemberi upah) kepada buruh tani. Dengan mengikuti 
adat kebiasaan mempekerjakan buruh tani tanpa adanya pemberitahuan upah dari 
awal. 
Berikut ini contoh pelaksanaan, yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan 
Way Panji Lampung Selatan menurut bapak Mahroji sebagai pemilik lahan 
memberikan pekerjaan kepada buruh tani untuk mengerjakan salah satu lahan 
miliknya tepatnya untuk memberi pupuk atau obat tanaman untuk   tanaman padi 
yang telah ia tanam. Tetapi pada saat memberi pekerjaan kepada buruh tani (pada 
saat itu buruh tani bernama Hadi), namun pada saat memperkerjakan buruh tani 
itu bapak Mahroji hanya memberi pekerjaan tanpa adanya kesepakatan upah.
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Memang sering bapak Hadi menerima pekerjaan buruh tani seperti memupuk 
ataupun menyemprot tanaman yang diberikan oleh pemberi jasa.
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 Selanjutnya contoh pengupahan yang dilakukan antara Ibu Ani dengan Ibu 
Sutini yaitu menggunakan sistem pembayaran upah mengupah tanpa akad diawal, 
yang dimana pada saat itu Ibu Ani bekerja di lahan Ibu sutini, yang dimana lahan 
Ibu Sutini lumayan jauh dari rumah Ibu Ani, dikarenakan  pada saat itu mencari 
pekerja buruh tani lumayan sulit, sebab pada saat itu adalah masa panen.
98
 
Meskipun  rumahnya Ibu Ani jauh dengan  tempat ia bekerja, antara Ibu Ani 
sebagai buruh dan Ibu Sutini pemberi pekerjaan saling percaya antara kedua belah 
pihak. dalam bekerja Ibu Ani memang orangnya sangat pekerja keras dan sangat 
cekatan, oleh sebab itu saya puas dengan hasil kerjanya yang cepat.
99
 
Terdapat juga upah mengupah tanpa akad diawal yang dilakukan antara 
Bapak Sahroni dengan Bapak Lasmun. Bapak Lasmun mempekerjakan Bapak 
Sahroni diminta untuk membawa peralatan alat-alat pertanian di lahan pak 
Lasmun, sebab lahan pak Lasmun cukup jauh.
100
 Sehingga membutuhkan biaya 
seperti bensin untuk membawa peralatan tersebut, dan tidak adanya biaya 
transportasi. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara  kedua belah pihak 
dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan sosial diantara kedua belah pihak 
tersebut.
101
 
Menurut Bapak Hariyanto, menurutnya pelaksanaan upah-mengupah yang 
dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampug Selatan sudah terjadi 
sejak lama dan tak dipungkiri juga terdapat tidak adanya saling keridhan antara 
kedua belah pihak. Baik pihak buruh maupun pihak pemberi pekerjaan, namun tak 
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 banyak pula sudah terbiasa dan ridha dengan sistem pengupahan yang sudah sejak 
lama terjadi di Desa Sidoharjo, sebab upah yang didapat dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Upah biasanya diberikan setelah selesai pekerjaan tersebut, 
sebab biasanya upah yang diberikan adalah upah harian, bisanya untuk upah 
perharinya Rp. 40.000 – Rp 45.000 dan itu tergantung pemilik lahan .upah antara 
laki-laki dan perempuanpun dibedakan, apabila laki-laki lebih besar dibandingkan 
perempuan sebab tenaga laki-laki lebih kuat. Karena yang terpenting adalah upah 
yang didapat sesuai dengan hasil kerjanya.
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Kemungkinan dampak ialah tanpa adanya kesepakatan dari awal antara 
pemilik lahan dengan buruh tani akan terjadinya tidak keridhoan pada saat buruh 
mendapatkan upah yang diberikan tergantung pada pemilik lahan, karena pemberi 
pekerjaan (mu’ajir) memberikan upah dengan inisiatif mereka. meskipun upah 
yang diberikan telah mengikuti pasaran, sebab itu mengikuti pasaran tak 
dipungkiri terdapat pemilik lahan yang tidak mengikuti pasaran, karena menjadi 
buruh tani adalah sebagai salah satu pekerjaan untuk menyambung kebutuhan 
pokok bagi kelangsungan hidupnya.
103
 
Sesudah melakukan wawancara kepada para responden yang ada di Desa 
Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, ternyata antara pemilik lahan 
dengan buruh tani pada saat mempekerjakan tidak adanya kesepakatan yang jelas. 
Tata cara yang dipakai masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji 
Lampung Selatan menggunakan sistem adat kebiasaan yang ada, dan juga tidak 
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 adanya pengawasan dari pemilik lahan karena antara pemilik lahan dengan buruh 
tani didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Pelaksanaan Sitem Upah Mengupah Buruh Tani di Desa Sidoharjo 
Kecamatan Way Panji Lampung Selatan 
      Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngarpani dan Haryanto salah 
satu dari Sesepuh yang terdapat di Desa Sidoharjo, dan masyarakat setempat. 
Pada dasarnya sistem upah mengupah tanpa akad diawal merupakan salah satu 
bentuk adat kebiasaan  yang terdapat di Desa Sidoharjo kecamatan Way Panji 
Lampung Selatan. Dasarnya upah mengupah merupakan salah satu bentuk kerja 
sama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan pihak buruh. Karena dalam 
menyelesaikan pekerjaanya, pemilik lahan tidak dapat menyelesaikannya 
sendirian, karena membutuhkan tenaga orang lain untuk membantunya.  
       Upah merupakan salah satu aspek penting untuk terpenuhinya kehidupan 
sehari-hari. Masyarakat yang menjadi buruh melihat upah adalah sebuah sumber 
penghidupan bagi keluarganya dan disisi lain upah merupakan sebuah biaya 
produksi yang harus dikeluarkan. Upah juga salah satu aspek yang sangat sensitif 
di dalam hubungan pekerjaan, sistem pembayaran upah yang sudah lama terjadi 
dan menjadi sebuah tradisi yeng dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Tradisi 
ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang harus dihormati oleh masyarakat 
seperti nilai tolong-menolong sebab manusia diciptakan untuk saling tolong 
menolong satu dengan yang lainnya. Nilai sosial tolong menolonglah ini jangan 
sampai menimbulkan kesenjangan sosial, sebab dalam prakteknya juga terdapat 
ketidakjujuran dalam tolong menolong. 
        Para pihak yang melakukan pembayaran upah ini ialah pihak yang melakukan 
kerjasama ini yaitu pemberi kerja (mu’ajir) dan buruh (musta’jir). Pembayaran 
upah yang dilaksanakan dengan adanya tanpa akad diawal, yang dimana pihak 
mu’ajir memberi pekerjaan kepada musta’jir (buruh tani). Pembayaran yang 
terdapat di Desa Sidoharjo ini menggunakan sistem harian buruh lepas 
merupakan, sistem harian dimana pihak buruh tidak dikasih makanan pada saat 
pekerjaan. Sistem pembayaran antara buruh laki-laki dan perempuanpun berbeda  
sebab, tenaga laki-laki dan perempuan sangat berbeda, pembayaran yang 
dilakukan biasanya pihak mu’ajir memberikan upah setelah selesainya pekerjaan 
tersebut, dan upah biasanya diberikan untuk perharinya ialah sekitaran Rp. 
40.000.- Rp. 45. 000 perhari, itupun tergantung pemilik lahan memberikan, jadi 
dalam maslah ini pihak pekerja tidak tahu berapa upah yang akan dia terima. 
meskipun besaran upah tidak diberitahukan diawal akad, tentu saja dalam sistem 
pembayaran upah seperti ini dapat menimbulkan rasa tidak rela dari pihak 
musta’jir (buruh tani). Karena mereka tidak tahu jelas berepa nominal upah yang 
akan dia terima dan berapa luas tanah yang akan dia kerjakan, maka dari itu yang 
dikhawatirkan akan menimbulkan tidak rela atas upah yang diterima.  
       Masyarakat Desa Sidoharjo melakukan upah-mengupah dengan cara seperti,  
tidak adanya sebuah perjanjian sebelum mengerjakan sebuah pekerjaan yang 
diberikan oleh mu’ajir. Upah mengupah ini biasanya tidak ada perjanjian tertulis, 
dalam upah-mengupah ini biasanya hanya menggunakan lisan anatara kedua belah 
pihak, namun dikhawatirkan pada setelah pemberian upah pihak buruh tidak 
terima atau rela terhadap upah yang telah diberikan mu’ajir (pemilik lahan). 
Upah-mengupah ini dalam penyebutan akad tidak diperjelas secara jelas hak-hak 
 dan kewajiban baik pihak mu’ajir maupun pihak musta’jir. Tentu dalam sistem 
kerjasama ini akan berdampak kurang maksimal terhadap pekerjaan yang akan 
dikerjakan oleh para buruh, dan juga pihak pemberi pekerjaan tidak setiap waktu 
melihat atau memandori pekerjaan buruh tersebut. 
Akad upah-mengupah ini yang dilakaukan antara mu’ajir dengan musta’jir 
tidak adanya perjanjian atau kontrak kerja bahhwa musta’jir harus melakukan 
pekerjaanya dengan baik atau maksimal. Hal ini dikarenakan tanpa adanya akad 
diawal atau perjanjian kerja antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak buruh, 
untuk buruh bekerja dengan rapi dan tahu nominal upah yang diberikan.  
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa 
Akad di Awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung 
Selatan 
Allah telah menciptakan mahluk hidup untuk saling tolong menolong antara 
mahluk hidup satu dengan yang lainnya. Allah SWT mengatur semua perbuatan 
mahluknya, baik ibadah maupun tingkah laku sosialnya, dengan atruran yang 
dibuat agar manusia dapat hidup dengan sejahtera dalam koridor-koridor hukum 
yang Allah SWT buat. Kegiatan sosial seperti tolong menolong antara manusia 
satu dengan manusia lainnya, salah satunya dalam aspek bermuamalah. Prinsip 
muamalah ialah menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya yang sebagai mahluk sosial. Oleh sebab itu dalam 
bermuamalah manusia haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan di dalam 
koridor-koridor hukum Islam yang disebut Fiqh Muamalah. Sebab fiqh 
 muamalah merupakan sebuah hasil penggalian hukum dari Al-Qur’an, Sunnah, 
dan Ijma atau kesepakatan para ulama. 
Mu’amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sidoharjo 
Kecamatan Way Panji Lampung Selatan yaitu upah-mengupah atau yang disebut 
dalam hukum Islam yakni Ijarah. Ijarah (upah-mengupah) merupakan suatu 
imbalan yang diberikan kepada musta’jir (buruh/pekerja) sebagai bayaran kepada 
seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu 
dan bayaran itu diberikan menurut kesepakatan yang telah disepakati. Menurut 
pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah sebagai imbalan atas jasa 
yang telah ia lakukan atau kerjakan. 
       Menurut hukum Islam, fiqh muamalah ijarah ini dikategorikan dalam akad al-
ijarah ala al-a’mal yakni jual beli jasa. Menurut para ulama diperbolehkan sebab 
upah mengupah ini yang biasanya dilakukan dilakukan seperti mejahit baju, 
membangun rumah, buru, dan lain-lain. Upah-mengupah ini memang harus 
diberikan dalam bentuk pekerjaan yang jelas dan tidak menimbulkan 
kemudhorotan antara kedua belah pihak. menurut hukum Islam, pekerja atau 
buruh disebut dengan musta’jir yakni orang yang mempunyai keahlian, tenaga 
kerja yang menerima upah atas suatu pekerjaannya. Sedangkan mu’ajir adalah 
orang yang memberi pekerjaan atau upah. Musta’jir dengan mu’ajir telah 
memenuhi syarat yakni, sudah baligh, berakal dan bercakap dalam melakukan 
suatu perikatan atau kerjasama dan dapat (mengendalikan harta). Karena dalam 
melaksanakan ijarah ini harus saling meridhai antara mu’ajir dengan musta’jir. 
 Fiqh mu’amalah, upah atau ijarah dapat diklarifikasikan dua macam, yaitu upah 
yang telah disebutkan (ajrun musammah) dan upah yang sepadan (ajrun mistli). 
Ajrun musammah (upah yang telah disebutkan) adalah upah yang sudah 
disebutkan syaratnya, pada saat ketika upah disebutkan harus disertai kerelaan 
antara kedua belah pihak yang berakad. Menurut pengertian tersebut dalam 
pengupahan ini pihak mu’ajir tidak dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan. 
Memberikan upah yang lebih besar dari apa yang telah disebutkan dan 
sebagaimana pihak mu’ajir tidak diperbolehkan mendapatkan upah lebih kecil 
dari  apa yang telah disepakati, karena upah yang telah disepakati tersebut adalah 
upah yang sesuai dengan ketentuan syara’. Jika upah tersebut disebutkan pada saat 
sebelum pekerjaan itu dimulai maka upah tersebut dinamakan upah ajrun 
musammah (upah yang telah disebutkan). Jika dalam upah-mengupah tersebut 
telah disebutkan besaran upah dengan jelas dan apabila terdapat perselisihan 
antara kedua belah pihak tersebut, maka dalam pengupahan dapat dilakukan 
dengan menggunakan sistem pengupahan sepadan (ajrun mistli). 
       Upah sepadan atau yang disebut dengan ujrah al-mistli merupakan upah yang 
sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja), 
jika akad ijarah telah menyebutkan jasa (manfaat kerjanya), yang sesuai dengan 
jumlah upah yang telah disebutkan dan disepakati anatara pihak mu’ajir (pemberi 
pekerjaan/jasa) dengan musta’jir (penerima jasa) maka pada saat melakukan upah 
mengupah ini menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.  
       Meskipun praktek upah-mengupah yang terdapat di Desa Sidoharjo 
menggunakan sistem pengupahan yang sejak dulu. Tanpa adanya kejelasan atau 
kisaran nilai upah yang akan diberikan, pada praktek upah mengupah ini  adanya 
 saling ridha dan kerelaan antara pihak mu’ajir (pemberi jsa) maupun dengan 
musta’jir (penerima jasa). Karena memang pihak mu’ajir (penerima jasa) 
membutuhkan suatu pekerjaan, sebab dalam pekerjaan tersebut sangat membantu 
kebutuhan hidup sehari-harinya. Upah mengupah yang dilakukan didesa 
Sidoharjo merupakan atas dasar saling tolong menolong, meskipun tanpa adanya 
kejelasan atau akad diawal. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Ma’idah ayat 2: 
                            
        
Artinya: ‘’Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya’’. 
       Sistem pengupahan tanpa adanya akad diawal dan adanya kesepakatan dan   
ialah hal yang sudah terjadi sejak lama dan menjadi salah satu kebiasaan yang 
terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. 
       Berdasarkan penelitian, yang telah dilakukan dengan masyarakat Desa 
Sidoharjo tentang sistem pengupahan yang sudah terjadi sejak lama dan menjadi 
salah satu kebiasaan dalam masyarakat. Mereka mengatakan bahwa mereka ridha 
dan rela untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya kesepakatan maupun kontrak 
kerja, atau tanpa adanya penyebutan dalam nilai upah yang akan ia dapatkan 
setelah melakukan pekerjaan yang ia terima. Karena mereka bersyukur atas 
pemberian pekerjaan, namun memang tidak dipungkiri terdapat musta’jir 
 (pemberi jasa) kurang perhatian, namun tidak mengurangi rasa kepercayaan untuk 
bekerja dengan baik ataupun bersyukur atas apa yang ia dapatkan. 
       Prakteknya pengupahan memang pihak mu’ajir (pemberi jasa) 
memerintahkan kepada musta’jir (penerima jasa) untuk berkerja dilahan mu’ajir 
(pemberi jasa). Setelah selesai melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh 
mu’ajir, musta’jir mendapatkan upah yang telah diberikan oleh mu’ajir (pemberi 
jasa).  
       Terpenting lagi bawasannya ialah dalam pemberian upah untuk musta’jir 
(penerima jasa), sudah menjadi keharusan bagi pihak mu’ajir (pemberi jasa), agar 
tidak menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak antara mu’ajir 
(pemberi jasa) dengan musta’jir (penerima jasa). 
       Bila disuatu daerah tertentu ada subuah tradisi seperti kegiatan muamalah 
yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan selama perbuatan itu tidak 
menyalahi syara’ dan merugikan salah satu pihak, maka diperbolehkan sebab 
kebiasaan itu sudah terjadi di daerah tersebut. 
       Pembayaran upah yang telah terdapat di Desa Sidoharjo merupakan salah satu 
praktek muamalah yang sejak lama menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa 
Sidoharjo, sehingga dalam praktek pengupahan ini sudah diketahui antara kedua 
belah pihak. antara pihak mu’ajir (pemberi jasa) dengan pihak musta’jir 
(penerima jasa), karena dalam sistem pengupahan ini antara kedua belah pihak 
sudah saling rela dan ridho. 
       Mengenai pengupahan tanpa akad diawal yang terdapat di Desa Sidoharjo 
sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat sejak dulu. Menurut pandangan 
 Islam mengenai Ijarah dalam sistem pengupahan, besarnya upah pekerja atau 
buruh ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta dijelaskan kontrak kerja dan 
sebelum mulai bekerja. Seperti yang tertuang dalam hadis Said Al-Khudri 
Radh’yallahu’anhu, beliau mengatakan bahwa: 
ا ٍدْيِعَس ِبَِا ْنَعَو ُل ْدا ََّنا ُوْنَع للها َىِضَر ٍِّىرل َمَّلَسَو ِوْيَلَع للها ىَّلَص َّبَِّن :َلَاق  
 َتْسا ِنَم ْأ  َوَر( َُوت َرُْجا َُول ِّمَّسُيْل َفًارْ يِجَا َرَجا ُه  َقاَّزَّرلا ُدْبَع)  
 
Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, 
‘’barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah 
upahnya.’’ 
       Idealnya dalam akad Ijarah atau jual beli jasa pihak mu’ajir (pemberi jasa) 
dengan musta’jir (penerima jasa) harus sama-sama mengetahui besarnya nilai 
upah yang telah disepakati, seperti kaidah fiqh mengatakan hukum asal Muamalat, 
yaitu dalam bermuamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, jadi 
dalam praktek upah-mengupah yang terdapat di desa Sidoharjo Kecamatan Way 
Panji Lampung Selatan yang dalam pembayaran upahnya memenuhi salah satu 
syarat, yakni syarat adanya pemberian nominal upah yang jelas seperti  kerja sama 
antara Bapak Sahroni dan bapak Lasmun, juga dengan Bapak Mahroji dengan 
Bapak Hadi menggunakan adat kebiasaan tersebut sebab tidak dibenarkan dalam 
hukum Islam. Oleh karena itu terdapat dalil yang membenarkan praktek upah-
mengupah yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung 
Selatan. Hadis tersebut jelas menerangkan bahwasannya ‘’Barang siapa 
mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya’’, maka dari itu sudah 
jelas bahwasannya adat kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan oleh syara. Karena 
 dalam prakteknya kerja sama ini sudah melanggar hadis, aturan dari sabda 
Rasulullah SAW, yang menganjurkan untuk melakukan akad yang jelas pada saat 
melakukan sebuah akad dan dalam praktek mengupah ini di anjurkan untuk 
memberi nimonal upah yang harus diberikan pada saat mempekerjakan buruh.  
       Menentukan upah harus adanya kesepakatan atau pemberitahuan berapa besar 
nominal upah yang akan dibayarkan atau harus jelas syarat hak-hak dan kewajiban 
antara mu’ajir (pemberi jasa) dan musta’jir (penerima jasa) agar dalam melakukan 
akad upah-mengupah ini tercapai dengan baik dan sesuai dengan tuntunan nabi 
Muhammad SAW, sehingga tidak akan menimbulkan sengketa antara kedua belah 
pihak baik pemberi jasa dan penerima jasa. 
       Penting dalam praktek pengupahan ini ialah setiap pekerja atau buruh berhak 
atas imbalan atau upah manusiawi yang layak bagi para penerima jasa, apabila 
upah mu’ajir (pemberi jasa) tidak memberikan upah dan apabila upah tersebut 
dibawah minimum upah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena lebih 
mementingkan maslahat bagi para pekerja buruh. Perlu diketahui bahwa dalam 
setiap kerelaan individu merupakan hal tersembunyi, yang tidak menjadi petunjuk 
atas kerelaan dengan adanya akad atau syarat dalam upah-mengupah harus jelas. 
Anjuran dalam praktek upah-mengupah ini setiap melakukan akad lebih baik 
dengan lafaz-lafaz yang jelas, hak-hak dan kewajiban- kewajiban dan kesepakatan 
kerja antara kedua belah pihak baik pihak mu’ajir (pemberi jasa) dengan penerima 
musta’jir (penerima jasa), sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dan 
perpecaha persaudaraan antara kedua belah pihak.   
        Standar upah yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok para buruh agar buruh 
dapat hidup dengan layak dan sejahtera, makadari itu hukum yang dibuat oleh 
Allah SWT, hadis-hadis abda Rasulullah SAW dan kesepakatan para ulama 
adalah hukum yang sebenar-benarnya yang wajib kita terapkan dalam kehidupan 
kita di dunia ini. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan  
        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upah buruh tani tanpa akad di awal di desa 
Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan ialah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh yang terdapat di desa Sidoharjo 
Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, menggunakan sistem 
pembayaran upah setelah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa 
sudah berakhir. Tidak adanya penjelasan kisaran nominal upah yang akan 
diberikan. Karena hal ini didasarkan pada kebiasaan yang terdapat di desa 
Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Prakteknya mereka 
tidak melakukan akad upah-mengupah yang jelas terlebih seperti tidak 
jelas nominal upah dan tidak adanya kesepakatan hak-hak dan kewajiban 
yang jelas dalam prakteknya.  
2. Tinjauan hukum Islam terhadap upah-mengupah ini tidak dibenarkan 
dalam Syara’ atau Hukum Islam, sebab dalam kegiatan muamalah yang 
terdapat di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, tidak 
diperbolekan, sebab tidak sesuai dengan hadis dan tidak memenuhi syarat 
Ijarah yang mengharuskan mengetahui upah di awal. Karena 
dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak, 
serta dapat terjadi kesenjangan sosial dalam bermasyarakat baik antara 
pihak mu’ajir (pemberi jasa) dengan musta’jir (penerima jasa), sebab 
 dalam pelaksanaan upah-mengupah ini harus jelas syarat-syarat, dan 
adanya lafaz-lafaz jelas seperti hak-hak dan kewajiban antara kedua belah 
pihak.   
B. saran 
1. Agar lebih memahami dan paham terhadap semua berkaitan dengan sistem 
perjanjian atau kontrak kerja, terutama pada kesepakatan akad harus diperjelas 
lagi, karena idealnya dalam melakukan akad harus diperjelas. Pengupahan 
tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan sehingga tidak dapat merugikan 
salah satu pihak. 
2. Agar para pihak antara mu’ajir (pemberi jasa) dengan pihak musta’jir 
(penerima jasa) menjalankan pekerjaan bertanggung jawabdan lebih 
memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada saat menyelesaikan 
pekerjaan sampai selesai, sehingga dalam melakukan akad yang telah 
dilaakukan tidak merugikan antara kedua belah pihak yakni pihak mu’ajir 
(pemberi jasa) dengan musta’jir (penerima jasa).  
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